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Surat kabar adalah merupakan salah satu media yang 

sangat berpengaruh di dalam interaksi antara pemerintah, 

masyarakat dan dunia pers sendiri. Dalam dunia pers sela

lu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari profesi war

tawan, karena wartawan sebagai orang yang pertama kali 

memperoleh berita dan data yang sedang berkembang. Warta

wan dalam pekerjaannya berhubungan dengan pengumpulan, 

pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, 

ulasan-ulasan berusaha untuk menyebarluaskan informasi 

yang obyektif bagi masyarakat luas. 

Redaktur adalah pimpinan atau yang berwenang untuk 

menerbitkan atau tidak suatu tulisan yang diturunkan oleh 

wartawan, karena pimpinan dari suatu penerbitan pers ter

diri dari pimpinan umum, pimpinan redaksi, pimpinan peru

sahaan itu sendiri. Redaktur bertanggung jawab atas semua 

berita yang dimuat dalam surat kabar yang telah beredar 

ke masyarakat umum. Seorang redaktur bertugas untuk me

nyeleksi dan memilah-milah hasil liputan dari wartawan. 

Walaupun para wartawan dalam menurunkan berita 

selalu berpegangan pacta kebebasan pers namum tidak boleh 

melupakan hak-hak pribadi yang dipunyai oleh setiap manu

sia. Jadi meskipun kebebasan pers mendapat jaminan per

lindungan konstitusi namun tidak satu pun surat kabar 

yang bebas untuk berbuat kepalsuan, kejahatan atau mem-



buat pernyataan yanEi Derugikan seseorang atau golongan dan

lenbaga-leubaga tertentu. baik yang disengaja atau karena

kelalaian pi.npinan redaksi.

Akibat dari berita yan6l tidak obyektif !.nilah yang

dapat neninbulkan pencenaran naDa baik dan seseorang

dapat ueninta ganti lugi dari. ahibat ini yang dapat nen-

beri danpak negatif yang nungkin dapat nenElhancurkan

karier dan kehidupannya. Redaktur sebagai orang yang ber-
wenanCl atas pelaksanaan redaksional, lenElenai nasalah

yanEl dibahas ini bertanggung jawab hanya nen€ienai isi dan

atau atas pelaksanaan redakgional penerbitan.

Nanun pada kenyataannya batasan tanggung jawab se-

orang redaktur tidak sesuai dengan apa yan6f diharapkan

oleh penbuat undang-undang, pinpinan rodaksi diberi ke-

kuasaan yang sangat luas dalan hal wewenang untuk Eener-

bitkan berita dalan surat kabarnya, apabila nasyarakat

berniat untuk nenggugat suatu perusahaan surat kabar naka

yan€l pertana kali bertanggung jawab sepenuhnya adalah

pinpinan redaksi denElan batasan-batasan kekuasaan yang

sanclat luas,

Pelinpahan tanggung jawab dapat dilakukan dengan

nendasarkan pada Undang-Undang Pokok Pers yang neubetikan

panegasan akan pembagian tugas yang harus dipikul yaitu
terdapat pada pasal 15 Undang!-Undang! Nonor 21 Tahun 1982:



1. Pinpinan unun bertanEl€lunEl jaerab atas keseluruhan
penerbitan baik ke dalan naupun ke luar.

2. Pe r tanggungj awaban pinpinan unun terhadap hukun
dapat dipindahkan kepada piepinan redaksi uengenai
isi penerbitan (redaksional) dan kepada pimpinan
perusahaan Eengienai soal-soal perusahaan.

3. Piapinan redaksi bertanggung jawab atas pelaksana-
an redaksi.onal dan wajib uelayani hak jawab dan
koreks i .

4. Pinpinan redaksi dapat llemindahkan pertanggungan
ja*abnya terhadap huhunr nengenai suatu tulisan
kepada anggota redeksi yang lainnya atau kepada
penulisnya yang bersangkutan.

5. Dalan pertanggung jawabkan sesuatu tulisan ter-
hadap hukun, pinpinan umun, pinpinan redaksi,
anggota redaksi atau penulisnya nenpunyai hak
to lak .

Haksudnya pinpinan redaksi bertanggung jawab apa-

bila tidak nelinpahkan nasalah gugatan penceaaran natra

baik kepada redaktur, wartawan, atau penulis yang ber-

sanElkutan karena sifat pinpinan redahsi adalah bertang-
gung jalrab secar& urun atas isi media surat kabar.

elihat keadaan tersebut di atas, sudah waktunya

ada batasan-batasan pertanggungj awaban redaktur agar

tetap nendapat kepercayaan dalan nasyarakat guna keles-
tarian surat kabar di nasa nendatanEl, karena apabila

tidak ada batasan yang tegas yang &engatur pelinpahan

tanggung jawab bagi karyawan- karyaHan perusahaan persurat

kabaran dapat menitsbulkan kerugian baEi nasyarakat yaitu
apabila masyarakat dirugikan oleh pihak pers. Atas dasar

pertinbanEan tersebut naha judul" yan€! dipili.h adaLah

"Tanggung Gugat Redaktur Surat Kabar Dikaitkan Dengan

Kebebasan Pers lfartawan". Dengan peruasalahan sebagai



berikut : BagaiDana tanggung gugat redaktur surat, kabar

atas penceaaran naaa baik seseorang ?

Adapun tujuan penulisan ini adalah disanping untuh

uelengkapi tugas dan uenenuhi syarat untuk nenperoleh

gelar sarjana hukum, juga untuk meDberihan sumbangan pe-

nikiran dan uengetahui tebih nendalam tentang peraasa-

lahan tanggung gugat redaktur surat kabar apabila ada

nasalah yang dapat nencenarkan nana baik seseoran€l akibat
dari berita yang diterbitkannya.

!letode yang dipergunakan dalan skripsi ini aerupa-

kan penelitian yang bersifat yuridis noruatif, yaitu
suatu pendekatan yang &endasarkan pada peratufan perun-

dang-undanElan yang berlahu, yaitu Undang-Undang Noner 21

Tahun 1982 dan Kitab Undang-UndanEl Hukun Perdata. 0leh
karena itu, data yang dipergunakan dalau skripsi ini
berupa data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan literatur-literatur, yang ditunjang

dengan hasil walrancara den6;an Ketua Persatuan I{artawan

Indonesia cabang Surabaya dan redaktur surat kabar Sura-

baya Post.

Jadnal waktu penelitian yang digunakan untuk

eencari data dibadi dalan beberapa fase, yaitu :

- Persiapan : 1 (satu) bulan

- Pengunpulan data : 1 (satu) bulan



- Analisis data

- Laporan

: 3 (tiga) bulan

: 3 ( tiga) bulan

Hasil pokok penelitian adalah bahwa batasan yang

dipunyai oleh pinpinan redaksi sangat luas karena untuk

pelinpahan tanggun€t jawabnya ini tergantunEl pada kebijak-
sanaan perusahaan persurat kabarnya nasing-nasing yaitu
denElan nelihat editorial policinya atau editorial rixnya
dan tiap perusahaan berbeda tujuan dan misinya.

Jadi apabila pimpinan redaksi telah bertanggung jawab

atas isi penerbitan yanEl Eerupakan tugas pelinpahan dari
piapinan unun. Pada pelaksanaan tugasnya, pimpinan redak-

si tidak bolah nenanbah data, oleh karena itu apabila ada

kesalahan akan data dan isi tetap jatuh ke tanElan pin-
pinan redaksi sedangkan basahannya hanya sebagai orang

yang ihut nenbantu, meskipun piepinan redaksi nelakukan

karena kurang hati-hati atau ketidak sengajaan. Sehingga

pihak nasyarakat yan€l dirugikan dapat nengiajukan tuntutan
ganti rugi kepada pinpinan redaksi sebagai oran6l yang

berwenang akan penerbitan sesuai dengan pasal 1365 juncto

1372 Kitab Undang-Undang Hukue Perdata, Pasat 1365 Kitab

Undang-Undan€l Hukum Perdata yaitu : "Tiap perbuatan

melanggar hukum, yanEf tseabana kerugian kopada orang lain,
newajibkan orang yang karena salahnya nenerbitkan

kerugian, nengganti kerugian tersebut", dan pasal 1372



Kitab UndanEl-Undang Hukun .Perdata yaitu :

Tuntutan perdata tentang haI pengihinaan adalah ber-
tujuan nendapat penggan t idn ' kerug ian serta penulihan
kehoruatan dan nana baik.
Dalau nenilaikan satu dan lain hakin harus nenperha-
tikan berat rinEannya penElhinaan, begitu pula pang-
kat, kedudukan dan kenampuan kedua belah pihak, dan
pada keadaan.

Sesuai dengan sifat penelitiannya yangl kualitatif
yang &erupakan suatu uetode yang Denghasilk&n uraian yang

bersifat diskriptif srralisis tanpa nengguna.k&n an6ka-

angka statistik, naka lokasi penelitian skripsi ini dila-
kukan di Persatuan gartawan Indonesia cabang Surabaya,

surat kabar Surabaya Post dengan ditunjang dari perpus-

takaan khususnya di perpustakaan Universitas Surabaya dan

di.tanbah bahan kepustakaan koleksi pribadi.

Akhirnya dapat ditarik kesinpulan bahera batasan

tanggungi jawab seorang piopinan redaksi adalah sangat

luas dan bersifat khusus. Kekhususan tersebut terletak
pada kewajiban yang harus dipikul sehubunElan denEfan ada-

nya gugatan dari nasyarakat yanEl merasa nana baiknya ter-
ceear dengan diterbitkannya berita di surat kabar. Jadi

apabila ada gugatan nengenai isi penerbitan (redaksional)

orang yang bertanggung gugat adalah pinpinan redaksi se-

bagai bagian tertinggi dari devisi penerbitan atas kesa-

lahan dan kelalaian yangl dilakukan oleh wartasan.

Tindakan ini dinaksudkan agar kebebasan pers yang dipu-

nyai oleh para wartawan tidak disalah Ciunakan dan harus



berpegang pada Kode Etik Jurnalistik.
Sistiu pe r tanggungj awaban yang dipakai adalah sis_

ten pelinpahan tanggunEl jawab yang nenjadi pilihan utana
dari para wartawan jika nereka seba€lai wart,aeran nendapat
tuduhan atau gugatan hukun sebagaimana diatur dalar
Undang-Undan€f Noner 21 Tahun 1gg2, tetapi tidak uonutup
henungkinan untuk dapat diterapkannya sisten pertanggung_
jaeraban penyertaan karena keduanya sating melenghapi.
Penakaian sisten pe r tanggungj awaban ini diserahkan kepEda

pihak yang berperkara yanE! dinaksudkan untuk nencari ke_

senpatan dan keadilan,

Saran yang dapat dianbil dari skripsi ini adalah
mengingat pentinElnya pers, ya1tu nerupakan salah satu
media yang efektif yang dapat dillunakan dalam nemb j.na dan

neneerdaskan kehidupan bangsa, naka perlu a!anva penbifra_

an pers yang sehat dan bertangiCung jawab. Disanping itu
nasyarakat perlu diberi penjelasan dan infornasi yang

luas tentang adanya upaya hukun yang dapat dilakukan urtl-

tuk nerehabilitasikan nana baiknya yang dapat dilakukari
dengan cara penyuluhan, diskusi, seninar, dialog antara
nasyarakat dengan pihak pers yang bekerja sana dengan

instansi-instansi terkait. Instansi-instansi tersebut
yaitu instansj_ kehakiman, kejaksaan, penerangan dan

Lembaga-leabaga perguruan tinggi. Haksud dan penjelasan



ini diraksudkan bahwa nasyarakat benar-benar dilindungi

dan diayoni oleh hukuu dalan arti nyata dan surat kabar

dapat nenjadi salah satu kekuatan dalan Perban€lunan dan

penbinaan banElsa dengan menberi infornasi yang tePat

dengan mengeluarkan gagasan yang obyektif dan nenyalurkan

gag&Ban nasyarakat yang konstruktif dengan oenenpatkan

diri sebagai alat dialog antar nasyarakat dengan penerin-

tah.


